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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Klinik Mitra Husada 

Magetan, saya dapat menyimpulkan bahwa klinik tersebut melaksanakan 

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Habis Pakai sudah sesuai 

prosedur dan sesuai aturan Permenkes nomor 34 tahun 2021 tentang standar 

pelayanan kefarmasian di klinik : 

1. Pengadaan perbekalan farmasi di Klinik Mitra Husada Magetan 

berdasarkan stok minimum yang ditulis dalam buku defecta kemudian 

dipesan pada PBF resmi. 

2. Sistem penyimpanan barang berdasarkan farmakologi obat dengan prinsip 

FEFO serta berdasarkan bentuk sediaan. Pada penyimpanan narkotika dan 

psikotropika disimpan pada lemari khusus. 

3. Pengadaan perbekalan farmasi di Klinik Mitra Husada Magetan melalui 

jalur resmi dengan cara melakukan pengadaan langsung atau pembelian 

ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang sesuai dengan ketentuan yang 

tertera pada peraturan perundang-undangan. 

4. Pada stok opname untuk semua perbekalan farmasi dilakukan setiap satu 

bulan sekali, untuk golongan psikotropika dan narkotika dilaporkan oleh 

apoteker melalui sistem SIPNAP. 

5. Penerimaan perbekalan farmasi dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian 

dan apoteker untuk obat narkotika dan psikotropika dengan melakukan 

pengecekan kondisi fisik obat dan legalitas PBF. 

6. Pengelolaan perbekalan farmasi di Klinik Mitra Husada Magetan yang 

meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, pemusnahan, 

pengendalian, pencatatan sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan 

oleh pemerintah dalam Permenkes nomor 34 tahun 2021 tentang standar 

pelayanan kefarmasian di klinik 
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B. SARAN 

a. Sebaiknya penyimpanan dan penataan obat di Klinik Mitra Husada lebih 

diperhatikan setiap rak – rak obatnya agar lebih mudah dalam mengambil 

serta meminimalisir kesalahan pemberian obat. 

b. Penggunaan atau penambahan komputer pada Instalasi Farmasi Klinik 

Mitra Husada dengan pemasangan software pada komputer untuk 

pengentryan resep baik rawat inap maupun rawat jalan dan untuk 

mempermudah pengendalian stok obat dan alkes pada instalasi farmasi. 

c. Sebaiknya ketersediaan obat dan alat kesehatan di Klinik Mitra Husada 

lebih diperhatikan dengan mengacu pada permintaan dan kebutuhan pasien. 

d. Untuk penyimpanan Resep Dokter, Surat Pesanan, Kartu stok lama, serta 

Faktur dan pembukuan lain–lain lebih diperhatikan kembali hal ini 

bertujuan untuk menghindari kesalahan dan mempermudah pekerjaan TTK. 

e. Untuk pemberian pelayanan kepada pasien lebih ditingkatkan kembali 

dengan cara meningkatkan pemberian informasi obat dan konseling. 
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